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 Abstrak:  

Tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kegiatan produksi 

manusia, baik sebagai tempat maupun sebagai faktor produksi. Tulisan 

ini di latar belakangi belum terjaminnya kepastian hukum kepemilikan 

hak atas tanah. Masih banyak sengketa tanah yang timbul dari akibat 

letak atau batas-batas yang tidak benar contohnya sertifikat ganda. 

Sertifikat hak atas tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukurannya 

setelah di jilid menjadi satu bersama-sama dengan surat kertas sampul 

yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Penulisan ini 

bertujuan untuk memahami sertifikat sebagai tanda bukti hak serta 

pembuktian hak atas tanah. Metode yang digunakan pada penulisan ini 

menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang ada beserta literatur. Berdasarkan banyaknya 

perkara yang menyangkut tanah maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti dasar atas hak 

milik kepemilikan bidang tanah. Hak milik atas tanah akan melekat 

kepada pemiliknya sepanjang pemilik tidak melepaskan haknya atau 

peralihan hak.  

 

Kata Kunci : Sertifikat Tanah, Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah. 

 

 

Pendahuluan 
Penerbitan sertifikat hak atas tanah ditujukan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah dalam rangaka 

menjamin kepastian hukum. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat tanah mempunyai nilai 

lebih, sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat merupakan tanda bukti alat yang kuat 

dan diakui secara hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 

32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat merupakan surat tanda bukti 

hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini sesuai dengan sistem publikasi yang 

digunakan dalam pendaftaran tanah, yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif, karena akan 

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan 

demikian sertifikat hak atas tanah yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan tersebut sebagai 

surat tanda bukti hak, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 

pemilikan terhadap hak atas tanah. Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai bukti pemilikan hak 

atas tanah dilihat dari sistem pendaftaran tanah yang dipakai. Dalam Sistem pendaftaran tanah dikenal 

adanya dua system pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds ) dan sistem 

pendaftaran hak ( registration of titles). Sistem pendafataran yang digunakan oleh Indonesai adalah sistem 

pendaftaran hak ( registration of titles ), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah 
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menurut PP 10/1961. Karena pentingnya pendaftaran tanah tersebut, maka baik petugas pendaftaran 

maupun masyarakat diminta untuk saling membantu agar tercapai apa yang menjadi tujuan pokok 

pendaftaran tanah itu sendiri. 

Studi Literatur 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintahan 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan rumah susun dan hak-hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan.Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang 

bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 

Ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 Ayat (2) huruf c Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan 

Pasal 38 ayat (2) UUPA yang berisikan: 

bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat, maksudnya 

bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima 

sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan 

sebaliknya. 

 

Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis 

peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya. 

 

Hasil  
Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang oleh seseorang atau badan hukum harus di buktikan. Pembuktian 

kepemilikan hak atas tanah di lakukan atau ditunjukan dengan beragai macam alat bukti. Namun 

pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti pembuktian terkuat 

bagi kepemilikan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA , yaitu sertifikat sebagai 

alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar 

sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau 

selain sertifikat. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus di 

daftarkan ke Kantor Pertanahan. Dalam hal pembuktian dapat dilih at pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pembuktian kepemilikan hak atas tanah menyatakan bahwa 

dalam rangka mempeoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran 

hak maka pembuktiannya di lakukan dengan : 

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut 

ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak 

pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat di 

keluarkan secara individu, kolektif maupun secara umum. 

2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak 

yang bersangkutan mengenai Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik. Pemberian Hak 

Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik di samping di atur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 tahun 1996, juga di atur dalam Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 

1999. 

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, publikasi pendaftaran 

tanah yang di anut adalah sistem publikasi negatif yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang 

bersifat kuat dan bukan merupakan hak tanda bukti yang bersifat mutlak. 
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Pembahasan 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan 

Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan 

rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Meski sudah 

mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya 

karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa 

memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara 

keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negarta, atau gugatan yang menyangkut teknis 

administrasi penerbitannya. 

 

Kesimpulan 
Dengan diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan 

mudah untuk membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat 

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 UUPA. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pembuktian 

pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam 

buku tanah. Dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum didalam sertifikat harus sesuai dengan data 

yang tercantum didalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Dengan diterbitkannya sertifikat 

hak atas tanah maka kepada pemiliknya di berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk 

mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi di kemudian hari akibat dari adanya pihak yang 

merasa dirugikan akibat terbitnya suatu sertifikat tanah. 
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